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KORBAN UU ITE

Amnesti Saiful Tinggal Tunggu Keppres

JAKARTA, KOMPAS — DPR
membuat terobosan untuk
mempercepat pemberian am-
nesti bagi Saiful Mahdi, dosen
Universitas Syiah Kuala, Ban-
da Aceh, yang dihukum de-
ngan Undang-Undang Infor-
masi dan Transaksi Elektro-
nik. Apresiasi pun bermun-
culan dari berbagai pihak atas
langkah cepat DPR dan juga
pemerintah. Namun, persoal-
an belum tuntas karena di luar
kasus Saiful., proses pemida-
naan dengan pasal-pasal yang
dinilai multitafsir dalaam UU
ITE masih terus berlanjut.

Dalam . Rapat Paripurna,
Kamis (7/10/2021D), DPR lang-
sung menyetujui keinginan

Presiden Joko Widodo mem-
berikan amnesti bagi Saiful.
Padahal, jika mengacu pada
prosedur yang berlaku di DPR,
surat presiden berisi permin-
taan pertimbangan dari DPR
mengenai persetujuan Presi-
den memberikan amnesti bagi
Saiful seharusnya dibacakan
dulu dalam rapat paripurna.
Kemudian harus melalui pro-
ses di Badan Musyawarah
DPR untuk menentukan alat
kelengkapan DPR (AKD) yang
membahas surat tersebut. Ba-
ru jika AKD menyetujui isi
surat, dibawa kembali ke, pa-
ripurna untuk disahkan.
Namun, dalam rapat pa-
ripurna, Wakil Ketua DPR dari
Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa Muhaimin Iskandar
vang memimpin rapat lang-
sung meminta persetujuan
anggota DPR untuk menye-

tujui keinginan Presiden. Ini
mengingat urgensi isi surat

dan kondisi DPR yang mulai
Jumat (8/10) ini sudah me-
masuki masa reses hingga
awal November mendatang.
Semua anggota DPR yang ha-
dir, baik langsung maupun se-
cara daring, pun langsung me-
nyetujuinya.
Menteri

Koordinator Bi-

-dang Politik, Hukum, dan Ke-~

amanan Mahfud MD meng-
apresiasi langkah cepat DPR
tersebut. DPR disebutnya te-
lah mengambil terobosan hu-

‘pegawai negeri

Muhaimin Iskandar

kum dan prosedur yang prog-
resif. "Dalam situasi penting
yvang menyangkut nasib orang
seperti ini memang diperlu-
kan keberanian untuk mela-
kukan percepatan yang ber-
sifat progresif,” katanya.

Selanjutnya, pemerintah
menunggu surat resmi  dari

DPR sebelum kemudian Pre-
siden mengeluarkan keputus-
an  presiden (keppres) peni-
berian amnesti bagi Saiful.

Saiful mendekam di Lapas
Kelas ITA Banda Aceh secjak 2
September lahi Ia dihukum
tiga bulan penjara dengan pa-
sal pencemaran nama baik da-
lam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE
atas kritik yang disampaikan
melalui grup Whatsapp ter-
hadap . proses penerimaan
kultas Teknik  Universitas
Syiah Kuala.

Cara negara mengoreksi

Staf Khusus Menteri
Komunikasi dan Informatika
Henri Subiakto mengatakan,
amnesti terhadap Saiful. me-
rupakan hasil Perjuangan
panjang untuk mendudukkan
norma UU ITE secara benar.

”Ini perjuangan untuk In-
donesia agar tidak dipahami
seccara salah oleh dunia in-
ternasional dan publik dalam
negeri, seakan membungkam
kritik itu dibenarkan secara
hukum,” ungkap Henri yang
pernah menjadi saksi ahli da-
Iam persidangan Saiful.

Amnesti, sekalipun artinya
pengampunan hukuman, da-

sipil di A~ -

1ITE

Iam  konteks ini. menuarut
Henri, adalah cara negara,
khususnya presiden, mem-
bantu warga negaranya yang
telanjur divonis secara salah
oleh pengadilan dari tingkat

pengadilan negeri hingga
Mahkamah Agung.
TSaya sebelum kasus ini

mencuat tak mengenal Saiful
Mahdi. Namun, saya tahu dan
yvakin ada kesalahan fatal da-
lam proses penerapan pasal
UU ITE kepadanya,” kata
Henri yang juga Ketua Subtim

I Kajian UU ITE dari Ke-
menterian Komunikasi dan

Informatika.

Ia berharap, ke depan ja-
ngan lagi pasal-pasal UU ITE
dipakai wuntuk menghukum
orang yang mengkritik. "Kalau
ada konflik, selesaikan dengan
bijak. Bukan melibatkan nega-
ra untuk menghukum mercka
vang berbeda,” ujar Henri.

Kasus UU ITE lainnya

Dosen Fakultas Fukum
Universitas Gadjah Macda,

Herlambang P Wiratraman,
mehgapresiasi Presiden dan
DPR yang sama-sama nienye-
tujui pemberian amnesti bagi
Saiful. Persetujuan amnesti
bukan sekadar soal membe-
baskan Saiful, melainkan me-
rupakan kemenangan Kkebe-
basan akademik dan kebebas-
an ekspresi di negeri ini.
“Kedua, tentu kami sangat .
mengapresiasi atas: kesediaan
Presiden dan IDPR yang telah
memberikan amnesti kepada
Saiful. Wewenang konstitusio-
nal ini sudah seharusnya di-
lakukan dalam sistem negara
hukum Indonesia,” katanya.
Selanjutnya, ia meminta
agar revisi pasal-pasal karet
dalam UU ITE segera dise-
lesaikan pemerintah dan DPR.
Selain  itu, penanganan ka-
sus-kasus pelanggaran ULUJ
lainnya oleh aparat pe-
negak hukum hendaknya ber-
kaca pada kasus Saiful. Aparat
penegalk hukum diminta lebih
berhati-hati dalam menerap-
kan UU ITE sehingga kasus
Saiful tak terulang. (REK/1DEA)
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